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ABSTRAK 
Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan penegakan hukum berdasarkan 
kekuasaan dan kewenangannya, saat ini mengalami keterlemparan (gowerfen-sein) dalam modernitas yang 
mempertahankan narasi besar dimana Hukum Pidana sebagai ujung tombak dalam melakukan penegakan 
hukum. Akibatnya, asas accusatoir yang diyakini merupakan asas utama dalam pemeriksaan justru berfungsi 
berdasarkan rasio tindakan intrumental terhadap siapapun yang menjadi subjek terperiksanya bahkan 
terhadap jabatan Direksi dalam Perseroan Terbatas. Maka, sebenarnya dapatlah dipertanyakan bagaimana 
seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan Direksi dari suatu Perseroan Terbatas 
dalam proses peradilan pidana? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Peneliti menggunakan 
metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan kasus. Sehingga akan 
menghasilkan suatu bentuk perlindungan hukum yang tepat dengan melibatkan aspek keperdataan dalam 
proses peradilan pidana. 
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I. PENDAHULUAN 
Interpretasi, pada hakikatnya, bukanlah secara arbitrer merupakan klaim sepihak baik dari para jurist 
maupun dari para praktisi. Setiap orang, dalam kehidupannya selalu berkutat dengan kegiatan kognitif 
interpretatif, entah ia menyadari ataukah tidak menyadarinya. Kegiatan kognitif interpretatif atau suatu 
penilaian-penilaian terhadap sesuatu hal atau sesuatu peristiwa tersebut, sangatlah dipengaruhi oleh sejarah 
pengaruh dalam kehidupannya. Namun demikian, tentunya memang akan sangat berbeda antara kegiatan 
kognitif interpretatif antara Akademisi dan Praktisi Hukum Pidana dengan seseorang yang awam dengan 
Ilmu Hukum. Walaupun, sebenarnya pada tataran intelektualitas tertentu dari seseorang yang awam hukum, 
dimungkinkan untuk memahami suatu teks otoritatif, oleh karena adanya keterkaitan dengan pemaknaan atas 
suatu jenis bahasa yang digunakan. Kerumitan memahami teks-teks otoritatif tersebut, yang kemudian 
menjadi Ilmu Hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang hanya dapat dipahami melalui metode-metode 
yang secara khusus diciptakan untuk memahaminya. Sehingga, tidaklah salah ketika Paul Scholten 
menegaskan bahwa memahami Ilmu Hukum itu haruslah dilakukan oleh orang-orang yang terdidik.(Sidharta, 
2011) 
Pernyataan dari Paul Scholten tersebutlah yang kemudian sangat mengganggu saya dalam memahami 
dunia praktisi, khususnya oleh pejabat pemerintahan yang memiliki fungsi penegakan hukum, dalam hal ini 
adalah Penyidik dan Penuntut Umum, dan kekuasaan kehakiman. Ketiga institusi tersebut beranjak dari latar 
belakang keilmuan yang berbeda, dimana Penuntut Umum dan Hakim memiliki kompetensi Ilmu Hukum 
yang berlatar belakang hukum, akan tetapi, berbeda dengan Penyidik yang merupakan jabatan fungsional 
dalam proses penegakan hukum namun tidak memiliki kompetensi Ilmu Hukum melainkan adanya 
kewajiban untuk mengikuti dan lulus pendidikan reserse kriminal. 
Mungkin jika Paul Scholten dibangkitkan dari kubur pada zaman ini, saya meyakini bahwa ia akan 
meralat pernyataan tersebut. Oleh karena, pada era ini, menjadi terdidik dalam Ilmu Hukum bukanlah suatu 
jaminan bahwa ia mampu melakukan kegiatan kognitif interpretatif terhadap teks otoritatif secara baik dan 
benar. Hasil dari suatu kegiatan kognitif interpretatif tersebut adalah suatu kesimpulan ataupun keputusan 
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kegiatan kognitif interpretatif yang dilakukan oleh 
otoritas publik memiliki dampak hukum yang khusus terhadap ketertujuan dari kegiatan tersebut yaitu 
terhadap subjek hukum. Oleh karena, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemegang otoritas dalam 
ranah hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik akan selalu berbentuk tindakan hukum bersegi satu. 
Dimana keberlakuan dari hasil interpretasi tersebut dapat dipaksakan oleh ‘kekuasaan’ dan ‘kewenangan’ 
yang dimilikinya. Yang oleh J.A. Pontier disebut sebagai tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, 
overheidshandelen) dan merupakan monopoli otoritas publik (overheidsmonopolie) sehingga dapat 
memperoleh bantuan menggunakan kekerasan.(Sidharta, 2008) 
Secara umum dan telah menjadi pengetahuan umum, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 3 (tiga) 
permasalahan pokok yang selalu dikaji dan dibahas, yaitu tindak pidana (strafbaarfeit/criminal act/actus 
reus), kesalahan (schuld/guilt/mens rea), dan pidana (straf/punishment/poena). Dimana ketiga hal tersebut 
menurut Barda Nawawi Arief (2011), sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sub sistem dari 
keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakekatnya juga merupakan sistem pemidanaan. Maka, menurut 
 Saya, kita telah melupakan salah satu aspek lain yang teramat penting, yaitu aspek ketertujuan norma (norm 
adressat). 
Pada perkara pidana biasa, dalam artian suatu perbuatan yang murni dilakukan oleh seseorang sebagai 
naturlijke persoon, kegiatan kognitif interpretatif tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dikonstruksikan. 
Namun, akan menjadi berbeda ketika seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan pidana berkaitan 
dengan suatu konsep hukum yang dikenal dengan istilah rechts persoon atau badan hukum. Sebagai contoh, 
sebenarnya kita dapat menelaah lebih jauh pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 
tertanggal 10 Juli 2014 dengan Terdakwa Indar Atmanto sebagai Presiden Direktur PT. Indosat Mega Media 
(IM2) dan Johnny Swandy sebagai Direktur Utama PT. Indosat, Tbk. Tentunya kita tidak dapat secara 
arbitrer menyatakan apakah putusan tersebut tidak tepat, sehingga kita tetap harus kembali meneliti alasan-
alasan yang termuat dalam motivering vonis dari putusan kasasi tersebut. Dimana, Majelis Kasasi Mahkamah 
Agung berpendapat Penuntut Umum telah membuktikan bahwa PT IM2 karena tidak mempunyai izin dalam 
penggunaan frekuensi 2,1 GHZ (3.G). Dengan demikian, akibat dari perbuatan terpidana selaku Direktur 
Utama PT IM2 menandatangani kerjasama dengan PT Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerja 
sama tersebut, PT IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHZ (3.G) milik PT Indosat. Lebih 
lanjut, dalam putusan tersebut, Majelis Kasasi menegaskan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan 
Pasal 17, Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan 
Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 serta Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 1999. Oleh karena itu, 
menurut Majelis Hakim Kasasi, akibat perbuatan terpidana tersebut, PT IM2 telah mendapatkan keuntungan 
setidak-tidaknya memperkaya IM2 maupun PT Indosat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex factie 
(pengadilan negeri) dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 
1.358.343.346.674. 
Bahkan, dalam putusan tersebut memuat amar putusan yang memuat pidana denda terhadap PT. IM2 
yang tidak pernah menjadi pihak dalam proses peradilan pidana semenjak tahapan pra-adjudikasi, namun 
ditarik oleh Penuntut Umum dan dijatuhi pidana denda oleh Majelis Hakim, selain Direktur Utama PT.IM2 
yang turut pula menjadi Terpidana. 
Perkara pidana yang saya tampilkan di atas, hanyalah salah satu dari begitu banyak fakta konkret yang 
ada dalam praktik peradilan pidana, termasuk pada perkara pidana yang norms adressat ditujukan kepada 
rechts persoon (badan hukum/korporasi). Tentunya, penegakan hukum yang demikian memunculkan realitas 
yang destruktif dalam menjalankan usaha-usaha bukan hanya yang bersinggungan dengan hukum publik 
namun pula terhadap usaha-usaha yang murni masuk dalam ranah hukum privat. 
 
II. PERMASALAHAN  
Kepastian hukum, tidaklah hanya dimaknai sebagai suatu konsistensi dan predikbilitas dalam 
implementasi hukum, namun pula konsistensi dalam menerapkan konsep-konsep hukum yang pada porsinya. 
Sehingga, perlindungan hukum terhadap direksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rechts persoon 
yang beritikad baik menjadi penting untuk ditelaah dan diangkat sebagai suatu asas pembatasan terhadap 
kesewenangan otorisasi publik dalam melakukan kegiatan kognitif interpretatif. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi sesuatu hal yang urgent untuk kita mempermasalahkan 
mengenai “bagaimana model penalaran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam praktik peradilan pidana 
terhadap suatu makna dari ‘jabatan’ dan ‘pengurus’ dalam Hukum Pidana?” dan “bagaimana model 
perlindungan hukum bagi Direksi dari suatu badan hukum (rechts persoon) yang beritikad baik?” 
 
III.METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang 
dikumpulkan berdasarkan kegiatan studi kepustakaan. Konsekuensi logis dari penggunaan metode yang 
demikian, maka dapatlah menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan filosofis, pendekatan 
konseptual dan pendekatan kasus. 
 
IV. PEMBAHASAN 
Sebelum masuk pada pokok pembahasan dalam artikel ini, maka Saya rasa perlulah kita mencapai suatu 
kesepakatan umum terlebih dahulu terhadap bagaimana originalitas makna atas konsep hukum dari istilah 
‘jabatan’ dan ‘pengurus’ dalam Hukum Pidana Materil. Secara umum, konsep hukum ‘jabatan’ yang ada 
dalam KUHP lebih dimaknai sebagai sesuatu yang melekat pada status kepegawaian negeri—yang saat ini 
dikenal dengan konsep hukum Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan KUHP tidak menjelaskan mengenai 
konsep hukum dari ‘pengurus’. Namun, jika kita cermati makna yang terkandung dalam Pasal 59 KUHP, 
maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dari ‘pengurus’ adalah salah satu orgaan dalam badan 
hukum. Dengan demikian, jika kita kembali kepada sejarah terbentuknya KUHP pada negara asalnya, konsep 
hukum dari suatu ‘badan hukum’ atau dalam hukum pidana lebih dikenal dengan istilah ‘korporasi’, tidaklah 
 memadai dengan perkembangan Ilmu Hukum saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya reduksi makna dari 
konsep hukum ‘jabatan’ dan ‘pengurus’ dalam Buku II KUHP melalui keterwakilinya dengan suatu konsep 
hukum yang kita kenal dengan istilah ‘barangsiapa’ dan konsep hukum ‘setiap orang’ dalam beberapa 
perundang-undangan khusus. 
Mengapa terjadi reduksi tersebut? Maka, kita harus memahami terlebih dahulu pola-pola penalaran yang 
mendominasi dan menghegemoni dalam kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah memola. Setelah 
itu, barulah kita dapat menentukan paradigma apa yang melandasi pola penalaran yang demikian. Oleh 
karena pola penalaran tersebut berkaitan dengan pola argumentasi dalam membuat suatu keputusan, maka 
untuk mengetahuinya kajian ini diarahkan kepada ranah Hukum Formil/Hukum Acara. Model kajian tersebut 
merupakan konsekuensi logis dari salah satu aspek hukum dalam Hukum Formil/Hukum Acara yang 
memungkinkan para APH tersebut bekerja untuk membuktikan keterpenuhan unsur dari suatu perbuatan 
pidana yang dilakukan oleh si terduga. 
Keterlemparan (gowefen-sein) Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakkan hukum, justru 
diawali dari memberikan makna yang tidak tepat terhadap Hukum Acara Pidana itu sendiri. Pemaknaan 
Hukum Acara Pidana secara absolutisme dan totalitarianisme diberikan oleh SIMON (Makarao dan Suharsil, 
2004) yang menjelaskan bahwa Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan 
dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian 
tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang 
yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat 
dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya 
melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Sejalan dengan 
pandangan SIMON tersebut, terdapat pula pandangan dari J. Dc Bosch Kemper (Hamzah, 1986) yang 
menjelaskan makna Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana Undang-undang pidana itu dilanggar. 
SIMON dan J. Dc Bosch Kemper, dalam pandangannya hanya menyebutkan “Negara dapat melalui 
alat-alatnya melaksanakan haknya”, padahal jika dipandang Negara beserta orgaan-nya adalah sebagai 
Subyek Hukum, maka Negara dan alat-alatnya tersebut adalah penyandang hak dan kewajiban. Oleh karena 
itu, ketika berbicara masalah kewenangan, maka pada hakikatnya adalah berbicara masalah hak dan 
kewajiban. Namun oleh karena, pemaknaan terhadap Hukum Acara adalah hak, maka APH justru 
memandang seperti layaknya apa yang diinginkan oleh Austinian dan Kelsenian. Sehingga, tidaklah 
mengherankan ketika masa HIR menganut asas utama dalam pemeriksaannya adalah asas inquisatoir. 
Disinilah letak kesenjangan tersebut, dimana dalam melakukakan kegiatan kognitif interpretatif tidak hanya 
membutuhkan orang-orang terdidik Ilmu Hukum-nya, namun turut pula adanya intervensi dari sejarah 
pengaruh (Wirkungsgeschichte) dengan mengabaikan kesadaran sejarah pengaruh tersebut. Sehingga, APH 
akan selalu berada dalam pengaruh dari kesadaran akan sejarah atau dengan kata lain, setiap APH selalu akan 
terikat oleh waktu masa lalu yang memola dan akan terjebak kepada jejaring makna yang mempengaruhi 
dirinya dalam setiap kegiatan kognitif interpretatif. Oleh karena itu, sebenarnya setiap APH mengalami 
genetivus objectivus yaitu sadar akan adanya pengaruh dari sejarah masa lalu. 
Akibatnya, peranan institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum seringkali terpaku kepada 
redaksional pasal-pasal yang dimaknai secara kaku. Kewenangan yang diberikan dalam ranah Hukum 
Administrasi Negara (HAN) pada institusi Penyidik dan Penuntut Umum serta dalam ranah kekuasaan 
kehakiman pada institusi badan peradilan, tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Pola pikir yang 
terpolakan berdasarkan pandangan legal positivisme, sehingga membentuk perilaku penegak hukum dalam 
memahami hukum dilakukan secara linear, deterministik dan mekanistik (Marbun, 2017). Sehingga, tidaklah 
mengherankan ketika suatu kritik pedas dari seorang Guru Besar Hukum Pidana pada masa lalu yaitu 
Roeslan Saleh (1983), dimana Beliau memberikan stigma kepada proses peradilan pidana hanya merupakan 
‘otomatisasi yuridis’. Istilah ‘otomatisasi yuridis’ tersebut mencerminkan adanya suatu perilaku penafsiran 
dalam proses penemuan hukum secara gramatikal-leksikal-asumtif dan keterjebakannya dalam penalaran 
hukum dengan sistem logika tertutup (closed logical system). 
Saya mencoba untuk menampilkan suatu teks otoritatif yang dimaknai atau memperoleh hasil dari 
kegiatan kognitif interpretatif yang mereduksi konsep hukum awalnya. Misalnya pada Pasal 1 angka (3) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [UU No. 31/1999] 
yang menjelaskan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Sedangkan makna 
dari ‘korporasi’ dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31/1999 yang menegaskan “Korporasi adalah 
kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum.”  
Sebelum Saya berkomentar mengenai kedua teks otoritatif tersebut, maka ada baiknya kita mencoba 
untuk merenungkan ajaran dari Abintoro Prakoso (2015) yang menjelaskan untuk melakukan pendekatan 
terhadap teks otoritatif dalam menghadapi fakta hukum, ditelusuri ketentuan hukum yang relevan ketentuan 
hukum itu berada dalam pasal-pasalnya yang berisi norma. Norma dalam logika merupakan proposisi 
 (normatif). Menjelaskan norma harus diawali dengan pendekatan konseptual, karena norma sebagai suatu 
bentuk proposisi yang tersusun atas rangkaian konsep. Dengan demikian, kesalahan konsep mengakibatkan 
alur nalar sesat dan kesimpulan yang menyesatkan. Maka, kedua teks otoritatif tersebut terdapat kesalahan 
perumusan norma hukum dalam menginternalisasikan sebuah konsep hukum dari rechts persoon (badan 
hukum). 
Pasal 1 angka (1) UU No. 31/1999 justru menunjukkan adanya kesalahan pemahaman konsep hukum 
mengenai rechts persoon, seolah-olah merupakan bagian dari konsep hukum ‘korporasi’. Padahal, suatu 
badan hukum (rechts persoon) merupakan konsep hukum yang identik dengan konsep hukum ‘korporasi’ itu 
sendiri. Kesalahan pemahaman justru menjadi semakin parah yaitu dengan memunculkan Pasal 1 angka (3) 
UU No. 31/1999 yang mempersamakan antara konsep hukum ‘setiap orang’ yang mengandung konsep 
hukum naturlijke persoon dengan konsep hukum ‘korporasi’. Sedangkan, konsep hukum mengenai 
‘korporasi’ tersebut termasuk di dalamnya adalah konsep hukum ‘rechts persoon’. 
Kesalahan perumusan dan kerumitan dalam membangun konsep tersebutlah, tidaklah mengherankan 
ketika muncul kecenderungan yang menjadikan direksi sebagai pelaku tindak pidana korporasi disebabkan 
karena pembuktian ke arah orang/individu lebih mudah dibandingkan dengan membuktikan kesalahan suatu 
korporasi, karena sulitnya membuktikan adanya mens rea oleh korporasi. Kesulitan menemukan mens rea 
korporasi ini terkait dengan sifat korporasi itu sendiri, sebagai suatu badan hukum yang merupakan suatu 
subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan. 
Walaupun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang 
alami (natuurlijke persoon) namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya korporasi memiliki karakteristik 
yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan 
pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan hukum 
yang dilakukan oleh manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalah-kaprahan dalam penerapan 
hukum terhadap korporasi atau pengurusnya (Widjaja, 2008). 
Melalui sistem logika tertutup (closed logical system) dan metode silogisme yang dianut oleh Praktisi 
Hukum Pidana, maka diberlakukanlah hak negara—dalam konteks kekuasaan, untuk menerapkan interpretasi 
secara absolutisme dan totalitarianisme, dengan mengabaikan proses sistematisasi sistem hukum positif. Hal 
tersebut merupakan keengganan melakukan kegiatan kognitif interpretatif dengan mempertahankan grand 
narasi yang merupakan mitos modernitas. Padahal, kita mengetahui bersama, bahwa metode silogisme 
memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu (1). Hanya mampu meyakinkan kebenaran sesuatu 
pernyataan, tetapi tidak menyusun atau menimbulkan kebenaran baru; (2). Hanya membuktikan bahwa 
sesuatu itu benar, namun tidak menetapkan bahwa pernyataan itu benar; dan (3). Hanya berlaku untuk 
penyimpulan deduksi dan tidak berlaku untuk penyimpulan induksi. Sehingga hanya menerapkan hukum-
hukum yang bersifat universal pada semua hal khusus, namun tidak mampu menyusun hukum universal yang 
ditarik dari hal yang khusus (Sumaryono, 1999). 
Penalaran hukum yang berbasis kepada kegiatan berfikir problematis dari Aparat Penegak Hukum (APH) 
sebagai manusia yang bukan hanya merupakan makhluk individu, namun, pula sebagai makhluk sosial dalam 
lingkaran hermeneutis kehidupan dan kebudayaan di sekitarnya. Oleh karena itu, pola penalaran hukum tidak 
mungkin dapat menyelesaikan sengketa dalam ruang hampa dan bebas nilai. Walaupun terdapat tuntutan bagi 
suatu proses penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari setiap bentuk keputusan 
yang dibuat dengan tetap mengacu pada sistem hukum positif. Alih-alih mengejar kepastian hukum, 
argumentasi hukum sebagai hasil dari suatu penalaran hukum hendaknya tetap mengikuti asas penataan 
berupa tahapan pemaparan dan tahapan sistematisasi yang keduanya mengandung kegiatan kognitif 
interpretasi, sehingga setiap bentuk keputusan yang dihasilkan oleh APH relatif terjaga konsistensinya 
(similia similibus). 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Roeslan Saleh (1987) bahwa untuk menghilangkan sifat melawan hukum 
formil berdasarkan alasan-alasan pembenar, dimana tidaklah hanya atas dasar pengaturan oleh hukum pidana 
yang merupakan alasan-alasan pembenar yang bersifat umum dan khusus saja, tetapi harus ditetapkan atas 
dasar aturan dalam keseluruhan, jadi harus pula dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum perdata 
dan norma-norma lain yang menyebabkan perbuatan tertentu itu menjadi dibenarkan. Namun, kinerja Aparat 
Penegak Hukum (APH) dalam menegakkan hukum tidak lagi, menurut Herbert Marcuse (Saeng, 2012), 
mengabdi kepada kepentingan praksis moral (how to run a good life), melainkan menjadi suatu dominasi 
rasio instrumental. 
Dengan demikian, keputusan untuk menjatuhkan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu 
penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara akan merupakan suatu penghancuran dari 
masa depan. Cara-cara mengadili seperti itu tidak hanya merugikan si pembuatnya, tetapi juga merugikan 
kesejahteraan umum (Saleh, 1983). Maka, dalam upaya melakukan kegiatan kognitif interpretatif terhadap si 
terperiksa sebagai objek pemeriksaan yang mengemban status sebagai direksi dalam suatu badan hukum, 
hendak dikembalikan terlebih dahulu untuk menelusuri pemaknaan-pemaknaan dari konsep-konsep hukum 
yang membentuk suatu teks otoritatif. Benarlah kiranya ketika Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa 
 Ilmu Hukum itu adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu 
waktu. Gustav Radbruch mengatakan bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu yang mempelajari makna objektif tata 
hukum positif. Paul Scholten mengatakan bahwa Ilmu Hukum yang sesungguhnya adalah studi yang meneliti 
hukum yang sebagai suatu besaran terberi. Objek telaah Ilmu Hukum adalah tata hukum yang berlaku, yakni 
sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh 
pengemban kewenangan hukum yang sah dalam masyarakat atau negara yang di dalamnya Ilmu Hukum 
diemban. Jadi keseluruhan teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-
undangan, traktat, ketetapan birokrasi, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan karya ilmuwan 
hukum yang berwibawa dalam bidangnya (Sidharta, 2013). 
Demikian pula yang dikemukakan oleh Paul Scholten (Sidharta, 2011) bahwa hukum adalah suatu 
keseluruhan aturan-aturan dan kewenangan-kewenangan yang tersusun secara logikal – namun terus menerus 
berubah dan tidak pernah tertutup – pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu waktu tertentu. Dengan 
demikian, dapatlah dikatakan bahwa hukum merupakan sistem yang terbuka. Paul Scholten, selain 
menyebutkan ajarannya sebagai Open system van het recht (Hukum sebagai sistem terbuka), pada sisi lain, ia 
pula mengatakan bahwa metode penemuan hukum dalam Ilmu Hukum adalah Penemuan Hukum Intuitif, 
yang paling tepat digunakan oleh praktisi. Guna melengkapi konstruksi argumentasi Saya, maka perlu pula 
ditelaah pandangan dari E. Utrecht (Utrecht & Djindang, 1989) bahwa di antara masing-masing peraturan 
hukum itu ada hubungan. Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri. Tiap peraturan hukum mempunyai 
tempatnya dalam lapangan hukum. Tempat itu menjadi tempat tertentu, inilah akibat atau konsekuensi 
interpendensi (saling berhubungan) masing-masing gejala sosial. Beberapa peraturan-peraturan hukum yang 
mengandung beberapa persamaan berupa anasir-anasir yang sama atau bertujuan mencapai suatu objek yang 
sama, merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan yang tertentu, yang dikenal dengan istilah “suatu 
saling berhubungan intern” (innerlijke samenhang). 
Jika mengacu kepada keseluruhan dari Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas [UU No. 40/2007] dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan 
pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung 
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. 
Maka, untuk memahami teks otoritatif tersebut, sebagaimana telah Kami ungkapkan sebelumnya, hendaknya 
dimulai dari proses memahami konsep hukum dari ‘direksi’ terlebih dahulu. 
Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke, Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan 
hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya 
dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap 
gerakan atau aktifitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga 
Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein, langsung 
mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum (Pramono, 2007). 
Hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara 
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha 
perseroan (Widjaja, 2004). Kata ‘bersalah’ dan ‘lalai’ yang dikemukakan di atas, tidaklah diandaikan begitu 
saja merupakan makna bersalah dan lalai dalam konteks Hukum Pidana, namun kata tersebut dikemukakan 
dalam konteks Hukum Perdata—khususnya Hukum Perseroan Terbatas. Tentunya, akan muncul pertanyaan 
bagaimana jika seorang direksi memang benar-benar memiliki mens rea dan diwujudkan actus rea-nya 
sebagai perbuatan pidana, menjadi tidak bisa dipidana? Untuk menjawab permasalahan tersebut, memang 
tidaklah sederhana. Ketidaksederhanaan dan kerumitan tersebutlah yang dilakukan passing by oleh Praktisi 
Hukum Pidana. Walaupun memang dalam realitasnya dimungkinkan sebuah badan hukum dijadikan sebagai 
vihicle (alat untuk mencapai tujuan; kendaraan) untuk maksud-maksud yang menyimpang dari norma 
hukum” (Widiyono, 2005). 
Namun demikian, adalah naif ketika APH memandang bahwa teori piercing the corporate veil tidaklah 
muncul dalam ruang hampa dan bebas nilai, sehingga diabaikan begitu saja terhadap asas-asas hukum 
perseroan lainnya. Oleh karena, menurut Jürgen Habermas (Hardiman, 2009), bahwa setiap penelitian ilmiah 
diarahkan oleh kepentingan-kepentingan vital umat manusia (baik dalam ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu 
sosial). Oleh karena itu, postulat tentang kebebasan nilai merupakan “ilusi” tidak hanya bagi ilmu-ilmu 
sosial, melainkan juga bagi ilmu-ilmu alam. Sehingga, pola penalaran dari APH jelas mengandung 
kepentingan untuk mempertahankan status quo yang sudah dijalani selama ini. Dengan demikian, setiap 
pengetahuan selalu berkorelasi dengan kepentingan praxis yang hendak dicapai. 
Padahal pemaknaan terhadap piercing the corporate veil adalah proses hukum yang dilaksanakan 
pengadilan biasanya dengan mengabaikan kekebalan umum pejabat perusahaan atau pihak tertentu 
perusahaan dari tanggung jawab aktifitas perusahaan: misalnya ketika dalam perusahaan dengan sengaja 
melakukan kejahatan. Doktrin yang ada berpendapat bahwa struktur perusahaan dengan adanya tanggung 
jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan 
dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut akan memandang perusahaan hanya dari sisi 
 kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman (Black, 1990). 
Artinya, seorang direksi dapat saja diabaikan status hukumnya sebagai orgaan dari sebuah perseroan, 
sepanjang pengadilan dapat membuktikannya. 
Asas hukum piercing the corporate veil tersebut memuat persyaratan-persyaratan pengkajiannya terhadap 
doktrin-doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam hukum perseroan, misalnya intravires, ultravires, 
business judgment rule, fiduciary duty dan lain sebagainya. Sehingga, Praktisi Hukum Pidana tidaklah dapat 
memahami tujuan dan fungsi dari doktrin-doktrin tersebut. Apabila sebelumnya, Habermas sudah 
menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara teori/pengetahuan dengan kepentingan, maka doktrin-doktrin 
tersebut memiliki kepentingan praktis, setidak-tidaknya pertama, memberikan perlindungan hukum bagi 
direksi yang beritikad baik; dan kedua, menjamin kelangsungan bisnis perusahaan pada umumnya. Namun 
demikian, jika kita kembali kepada fakta konkret berupa data sekunder yang berasal dari putusan-putusan 
pengadilan, doktrin-doktrin tersebut seolah-olah diandaikan begitu saja sebagai ranah hukum publik. Oleh 
karena itu, pada posisi ini, menurut Saya terdapat pelanggaran kompotensi absolut oleh peradilan pidana. 
 
V. SIMPULAN 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa seluruh Aparat 
Penegak Hukum (APH) mengalami keterlemparan (gowerfen-sein) dalam pengagungan mitos-mitos 
modernitas yang positivistik, dengan tujuan mempertahankan dominasi dan hegemoni Asas Legalitas. 
Sehingga APH berkerja berdasarkan rasio tindakan instrumental. Dimana, asas accusatoir yang mengandung 
makna hermenutis justru bekerja berdasarkan metode erklaren, sehingga terjadi distingsi antara seseorang 
yang diperiksa dengan status hukum aselinya yang merupakan rechts persoon tersebut. Dalam perkara tindak 
pidana khusus, perilaku yang demikian menyusup dan masuk bersembunyi dibalik jargon tindak pidana luar 
biasa (extra ordinary crime). Sehingga, pemaknaan terhadap predikbilitas dan konsistensi penegakan hukum 
justru berhenti pada keterpenuhan unsur-unsur pasal dalam suatu perbuatan dan mengabaikan konsep-konsep 
hukum yang inherent dalam teks-teks otoritatif tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang 
berkaitan dengan suatu jabatan Direksi hendaknya terlebih dahulu membuktikan aspek keperdataannya 
melalui peradilan perdata. Oleh karena, Penyidik dan Penuntut Umum tidak memiliki kompetensi keilmuan 
yang absolut untuk memeriksa subyek hukum rechts persoon.  
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